SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
3:17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal
177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja DaeraH kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh

persetujuan Bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
diajukan merupakan perwujudan dari
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

. Tahun 2022 vyang dijabarkan ke dalam
perubahan kebijakan umum APBD serta
perubahan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang telah disepakati antara
Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal
25 September 2022;



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahyakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahyakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil Pemerintah
Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);
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d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi:
I.Semula Rp649.831.770.917
2. Bertambah/(berkurang) Rp104.152.929.498
Jum lah belanja modaljalan, irigasi, dan jaringan
setelah perubahan Rp753.984.700.415
e. Belanja modal aset tetap lainnya:
1. Semula Rp34.823.949.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp 3.288.000.000
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan
Rp38.111.949.000
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak
terduga, yaitu:
a. Semula Rp21.970.331.713
b. Bertambah/(berkurang) Rp(8.497.361.076)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rpl3.472.970.637
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf d,terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil:
I.Semula Rp567.400.702.342
2. Bertambah/(berkurang) Rpl 1.500.000.000
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
Rp578.900.702.342
b. Belanja bantuan keuangan:
I.Semula Rp23.336.800.000
2. Bertambah/(berkurang) Rp24.271.450.000
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Rp47.608.250.000
Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1,terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan:
1. Semula Rpl.002.844.397.039
2. Bertambah/ (berkurang) Rp386.473.876.344
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Pasal 8

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
Anggaran 2022.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. kerusakan saranal/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila

ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau

masyarakat.
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Pasal 9

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD yang
Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran Il Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan besertaKeluaran;

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk
Pemenuhan SPM;

g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan
Rancangan Perubahan APBD;

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada Perubahan RKPD dan
Perubahan PPAS dengan Rancangan
Perubahan APBD;

i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan;

] Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
dan

k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 10
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2022
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALl MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



